BERIKUT PROGRAM-PROGRAM YANG DIFOKUSKAN PADA KUA-PPAS
APBD 2025

ANTARA

Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com/

Murung Raya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Murung Raya, Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat,
pada Selasa (5/11), menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) tahun anggaran 2025. Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat paripurna ke-2
masa sidang Il yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Murung Raya.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Murung Raya sementara, Bebie,
turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Murung Raya sementara, Likon, Penjabat Bupati
Murung Raya, Hermon, Penjabat Sekda Murung Raya, Rudie Roy, serta anggota DPRD
dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Dalam sambutannya, Bebie menyampaikan bahwa persetujuan bersama terhadap
rancangan KUA-PPAS 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

"Pembahasan kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran sementara
2025 ini dilaksanakan oleh anggota DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah
berdasarkan surat Bupati Murung Raya," kata Bebie.

Bebie menambahkan bahwa kesepakatan ini sangat penting bagi proses
perencanaan dan penganggaran daerah. Tanpa sistem perencanaan yang sesuai dengan
aturan, pengelolaan keuangan daerah tidak akan efektif. KUA-PPAS 2025 memiliki peran
penting dalam memastikan penyusunan APBD yang transparan, akuntabel, dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga menjadi panduan bagi pemerintah daerah
untuk fokus pada program-program yang berdampak langsung pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Bebie menekankan bahwa KUA-PPAS juga bertujuan untuk
memfasilitasi proses pengawasan oleh DPRD dan masyarakat. "Dengan adanya dokumen
yang jelas mengenai prioritas dan alokasi anggaran, maka transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan dana publik dapat terjamin,” tambahnya.
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Dengan kesepakatan ini, diharapkan APBD 2025 dapat diimplementasikan dengan
baik dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan di Kabupaten Murung Raya.
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Catatan:

Berita tersebut membahas mengenai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan
berdasarkan peraturan daerah. APBD mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan
daerah yang disusun untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di
daerah. Hal diatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara pada Pasal 16 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerah secara tertib, hal ini sesuai
dengan isi dari Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara
tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Pedoman teknis mengenai penyusunan dan pengelolaan APBD diatur pada Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
wajib dipertanggungjawabkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk
dilakukan audit dan kemudian dilaporkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara pada:

1. Pasal 31 ayat (1): Gubernur, bupati, atau wali kota menyampaikan laporan keuangan
pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh BPK kepada DPRD sebagai bentuk
pertanggungjawaban.

2. Pasal 32 ayat (1): Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).
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